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Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan 

menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari 

pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK 

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan 

aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan 

anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa 

keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang 

dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasl terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Berdasarkan 

Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan 

pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

1.1. Organlsasl 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan tanggal 

22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan lndustri Keuangan Non Bank 

(IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 

31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank 

Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013. 

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 menyebutkan 

bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan 

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil, serta mampu melindungl kepentingan konsumen maupun masyarakat. 

1. UMUM 

I C/\T/\T/\N ATAS L,\POl{,\f\ KEll,\N(;,\N 



OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir 

ditetapkan melalui POK Nomor 6/PDK.01/2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 

tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal 

tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana pada Lampiran I. 

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 

2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode 

laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, 

OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan 

bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan 

triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan untuk laporan kegiatan 

tahunan disampaikan kepada Presk:len dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk 

penyusunan laporan keuangan, Dewan Kom,s,oner menetapkan standar dan 

kebijakan akuntans, OJK. 

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/13/PDK/Xll/2012 tentang 

Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, tujuan utama pelaporan keuangan OJK 

adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal inl 

mengingat OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 

tentang OJK. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa OJK wajib 

mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan 

media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor 

jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib 

membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. 

OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara 

akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan 

melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut 

disetorkan ke Kas Negara. 

Penetapan anggaran OJK terfebih dahulu meminta persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

I C,\TATAN i\TAS 1.,\1'01{,\\ !-;El!,\\(;,\\ 



Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan POK 

terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan 

Audit Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan independensi dan 

akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapa! Dewan Komisioner OJK yang 

tertuang dalam Keputusan Rapa! Dewan Komisioner No. 4/KRDK/2018 

tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan 

Audit OJK yang berasal dari ekstemal, ditetapkan Anggota Dewan Audit 

OJK untuk periode 2018 - 2020. Ketua Dewan Audit merangkap anggota 

Dewan Komisioner yaitu, Ahmad Hidayat. Sampai dengan 31 Desember 

2017 belum ada pengangkatan Anggota Dewan Audit. 

1.2.1. Dewan Audit 

1.2. Dewan Audit dan Komlte Etik 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022 resmi dilantik 

oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan 

sebagai berikut. 

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota; 

b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; 

c. Heru Kristiyana sebagai Anggota; 

d. Hoesen sebagai Anggota; 

e. Riswinandi sebagai Anggota, 

f. Ahmad Hidayat sebagai Anggota; 

g. Tirta Segara sebagai Anggota; 

h. Mirza Adityaswara sebagal Anggota Ex-Off/Cio dari Bank Indonesia; 

i. Mardiasmo sebagai Anggota Ex-Off,cio dari Kementerian Keuangan. 

20 Juli 2017, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2017 

secara resmi berakhir masa tugasnya, masing-masing atas nama: 

a. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua merangkap Anggota; 

b. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; 

c. Nelson Tampubolon sebagai Anggota; 

d. Nurhaida sebagai Anggota; 

e. Firdaus Djaelani sebagai Anggota; 

f. llya Avianti sebagai Anggota 

g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota; 

h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota Ex-Off/Cio dari Bank Indonesia; 

i. Mardiasmo sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan. 

,, 

I C1\Ti\T1\N i\T,\S L,\l'OR:\"l 1':Ell,\"l(;,\N 
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2.376 
1 045 

3656 1 Pegawat Tetap 
2 Bank Indonesia (penugasan pada OJK) 

31 Dcscmbcr 

2016 
31 Desernber 

No Keterangan 
2017 

1.3. Jumlah Kantor dan Pegawal OJK 

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 

mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro 

Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. 

Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.0212016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.0212015 tentang 

Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang bertaku surut sejak tanggal 

22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 

1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK dan 26 (dua puluh 

enam) Kantor OJK. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan v,,ewenang, OJK didukung dengan 

jumlah pegawai sebanyak 3.925 orang dengan komposisi sebagai berikut. 

Manajemen Risiko; 

2. Anggota Eksternal: 

(a) Ahmad Syafi'i Maarif; 

(b) Abdullah Hehamahua; dan 

(c) Roy Sembel 

Sekretariat Komrte Etik Level Governance adalah Departemen Organisasi 

dan Sumber Daya Manusia OJK c q. Direktorat Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK a. Ketua 

b. Anggota 

1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan 

1.2.2. Komite Etlk 

Sebagai pe!WUjudan integritas dan independensi serta mencegah 

pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan 

Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, 

Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 

35/KDK.0212017 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa 

Keuangan tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level Governance 
di OJK terdiri dari: 

I 

I CATATAN ATAS LAl'OR,\N f-.:1·:lJAN<;,\N 



1 645 293 987 000 
2 .OS 282 840 000 
3 75,4 626 213 485 

3 938 899 360 221 

4.371 486 105 348 

2 009 326 213 .as 5,4 

3938 899 360 221 100 
•371~105~ 100 

1 645 293 987 000 100 
2 .OS 282 MOOOO 100 
1 7.S 300 000 000 .e 

2013 

201• 

2015 

2016 

2017 

1.4 Sumber Pembiayaan OJK 

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner 

menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal 

berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, 

sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 54/KDK.02/2016 

tanggal 29 Desember 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 

Tahun 2017 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2017 sebesar 

Rp4.371.486.105.346,00 dengan realisas, sebesar Rp4.371.486.105.348,00 

yang digunakan untuk membiayai operasional OJK. Dalam realisasinya 

penerimaan pungutan OJK tahun 2016 sebesar Rp4.381.237.487.468,00 

melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4.371.486.105.348,00 yang 

selanjutnya berdasarkan KROK No 181/KRDK/2017 tanggal 28 Desember 2017 

kelebihan sebesar Rp9.751.382.119,00 tersebut digunakan untuk membayar 

angsuran kewajiban PPh Badan OJK tahun 2015. Alas kelebihan tersebut, OJK 

telah menyampaikan Surat Nomor S-287/0.01/2017 tanggal 

28 Desember 2017 kepada Kel\Ja Komisi XI DPR-RI perihal Laporan 

Penggunaan Kelebihan Penerimaan Pungutan. Pada tanggal 29 Desember 

2018 OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan sebesar 

Rp9.751.382.119,00 dengan NTPN Nomor 1E68E7SB4PURGU60. Dengan 

demikian, realisasi dana pungutan yang digunakan untuk membiayai 

operasional OJK tahun 2017 adalah sebesar Rp4.381.237.487.467,00. 

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut. 

4 286 Jumlah ·1 3 92 

3. Pel)8r1J18n K&l)a Walrtu T ertentu (PKWY) clan 213 244 
Pegawa, Honorer .. Calon Pegawa, 21 596 

5 Pegawao instan11 laon yang dopekel)8kan di OJK 35 25 

31 Desember 

2016 
31 Desember 

2017 
No Ketcrangan 

j Ci\Ti\Ti\N ATAS L\l'OR,\\i KEll,\NC,\N 
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OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam 

laporan Aktivilas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang 

disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa 

yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, 

kecuali dinyalakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catalan alas laporan 

Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan lransaksi 

serta pelaporan OJK adalah Rupiah. 

Laporan Keuangan OJK lerdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Aktivitas, 

laporan Arus Kas dan Catalan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan 

Akunlansi OJK yang signifikan antara lain: 

2.1. Pihak Berelasi 

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah: 

a. Orang atau anggota keluarga lerdekat yang memiliki pengaruh signifikan 

atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK; 

Aluran pelaksanaan lebih lanjut dari POK tersebut diatur dalam kelenluan sebagai 

berikut. 

a. SEOK Nomor 8/SEOK.02/2015 lentang Akuntansi Asel Tetap dan Asel 

Takberwujud tanggal 9 Juli 2015; 

b. SEOK Nomor 23/SEOK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 tenlang Penyusunan 

Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan; 

c. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEOK) Nomor 11/SEOK.02/2016 tanggal 

23 Juni 2016 tentang Perubahan alas SEOK Nomor 21/SEOK.0212014 tenlang 

Kebijakan Akuntansi OJK; 

d. SEOK Nomor 30/SEOK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman 

Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan; 

e. SEOK Nomor 32/SEOK.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 lenlang Perubahan 

Ketiga atas SEOK Nomor 22/SEOK.0212014 tentang Pedoman Akunlansi OJK. 

Oalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanalkan Pasal 38 

ayal (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah 

menelapkan Slandar dan Kebijakan Akunlansi yang dituangkan dalam POK Nomor 

01/13/POK/Xll/2012 tanggal 28 Desember 2012 lenlang Slandar dan Kebijakan 

Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan POK Nomor 14/POK.02/2014 langgal 

5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas POK Nomor 01/13/POK/Xll/2012 

tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

I CATATAN ATAS LAPORAN KEIJAN(;AN 
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catatan Ital Laporon Ka ...... ......., blfjolll ,-,g-'°'1)is-.n dll1 Laporon ~ - -.. 10 ~ 

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu: 

1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK) 

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 

8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat 

pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai 

berikut. 

a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program 

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari 

Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai 

Bank Indonesia (Bl) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 

3 (tiga) tahun di OJK; 

b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun luran Pasti (PPIP) 

bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas 

Beban dan Liabilitas lmbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang 

dilakukan secara berkala. Beban dan liabtlitas ,mbalan kerja ditentukan secara 

terpisah untuk mas,ng-masing program dengan metode penilaian aktuaris 

Projected Unit Credit. Estimasi Liabilrtas lmbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas 

dalam Laporan Posisi Keuangan. 

b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana 

Pensiun OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK; 

c. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan 

Keputusan Rapa! Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 

21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK; 

d. Pemerintah, yaitu kementerianllembaga pemerintah dan lembaga negara, 

antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (Bl) dan Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS). 

2.2. lmbalan Kerja 

Kebijakan terkait imbalan kerja (employee benefits) telah diputuskan melalui: 

a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pads tanggal 16 Desember 2015 

menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 

2015; 

b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 

menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai 

Tahun 2015. 
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Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut. 

1. Bagian Lancar Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca 

Kerja diakul pada akhir periode pelaporan; 

2. Bagian Lancar Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca 

Kerja diukur sebesar nilai nominal; 

3. Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diakui pada 

akhir periode pelaporan; 

4. Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diukur 

dengan cara sebagai berikut. 

a. Menggunakan jasa dan teknik aktuaria untuk membuat estimasi andal 

jumlah imbalan yang rnenjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa 

mereka pada periode kini dan periode lalu berdasarkan asumsi sesuai 

kebijakan yang ditetapkan OJK; dan 

b. Menentukan jumlah keuntunganlkerugian aktuaria dan jumlah beban 

yang diakui dalam Laporan Aktivitas. 

Dana yang dialokasikan untuk lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan 

Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar 

dan Asel Lainnya dalam Laporan Posisi Keuangan. 

kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian 

Keuangan dan Bl). 

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan 

Komisioner OJK Nomor Kep-147/0.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 

tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK. 

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK) 

Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK 

(YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan mernenuhi kewajiban organisasi 

terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015). 

3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai 

Penyelenggara Program Pensiun luran Pasti bagi Pegawai OJK. 

Penunjukan DPLK BRI tersebut d1sahkan berdasarkan Keputusan Anggota 

Dewan Komisioner OJK Nomor 28/0.02/2014 tanggal 30 November 2014 

tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 
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Pendapatan diukur sebesar nitai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau 

dapat diterima. 

2.4. Beban 

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan 

Administralif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegialan 

Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut. 

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan 

penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara 

lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan 

perlindungan konsumen; 

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut. 

a. Pendapatan Pungutan 

Pendapalan Pungutan lerdiri dari: 

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan 

penelaahan alas rencana aksi korporasi; 

2. Biaya tahunan datam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penelitian; 

3. Sanksi administratif berupa denda alas pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; 

4. Pengetolaan, penyimpanan alau penggunaan Pungutan. 

b. Pendapatan APBN 

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari: 

1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; 

2. Pendapalan lain-lain yang berasal dari APBN. 

c. Pendapatan Lainnya 

Pendapatan Lainnya adalah pendapalan setain Pendapalan Pungutan dan 

Pendapalan APBN, seperti hibah dari Pemerintah maupun lembaga negara 

lainnya. 

2.3. Pendapatan 

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan, APBN, dan Pendapatan Lainnya. 

Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, 

Pendapatan Pungutan diakui pada saat limbulnya hak untuk menagih atau 

persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait, sedangkan Pendapatan 

Lainnya diakui pada saat serah terima. 



Kas dan Setara Kas diakui pada saal diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai 

nominal pada saat diterima. 

2.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya 

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang lerbalas 

penggunaannya dalam suatu periode lertentu yang antara lain terdiri dari: 

a. Uang yang berasal dari penerimaan Pendapalan Pungutan lahun berjalan 

yang baru dapal digunakan untuk membiayai kegialan pada lahun 

anggaran berikutnya berdasarkan kelentuan mengenai pungutan OJK; 

b. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; 

2.5. Kas dan Setar• K•• 

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapal 

digunakan unluk membiayai kegiatan OJK. Kas lerdiri dari saldo kas (cash on 

hand) dan saldo bank. 

Selara Kas merupakan bagian dari Asel Lancar yang sangat likuid, yang dapat 

dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari alau sama dengan 

3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabililas limbul dalam rangka OJK 

melaksanakan seluruh kegialannya dan khusus beban kegialan pengadaan 

asel juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaal Asel Telap/Asel 

Takberwujud dan/atau digunakannya Persed,aan. 

Beban diukur sebesar Ka.s yang dikeluarkan atau alokasi sislemalis lerhadap 

Asel yang digunakan seinng berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal 

Liabililas yang limbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegialannya, 

baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya 

seperti kegialan pengadaan asel dan kegialan pendukung lainnya. 

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul dari 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk 

kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c. 

c. Beban Kegiatan Pengadaan Asel adalah beban yang timbul dari kegialan 

pengadaan Asel, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; 

b. Beban Kegialan Administratif adalah beban yang timbul dari kegialan 

perkanloran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan 

organisasi dan sumber daya manusia; 

I CATJ\T,\N ,\T,\S l.,\l'OR,\\ h:Ell,\NC,\1\ 



a. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai 

perolehan. Nilai perolehan rnerupakan uang yang dikeluarkan dalam 

rangka penempatan deposito danlatau surat berharga; 

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat 

Berharga adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, 

penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa 

denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa 

Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada 

penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa: 

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang 

diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta 

surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral 

Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia. 

b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan 

bung a. 

c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda 

wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa. 

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 43/KDK.0212016 tentang 

Pengelolaan Dana Pungutan OJK rnengatur penempatan dana pungutan 

OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau 

Deposito. 

c. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk 

digunakan membiayai kegiatan tertentu; dan 

d. Surat Berharga 

Surat Berharga adalah instrurnen keuangan yang digunakan OJK untuk 

mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan dalam rangka 

meningkatkan kapasitas anggaran OJK. 

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk 

oleh OJK danlatau surat berharga yang diterbitkan danlatau dijamin oleh 

Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan 

pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya serta Jatuh 

temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 

3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun. 
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Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan 

adalah nilai piutang berdasar1<an Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi 

C-..ltnt..apcnn~_.... .... __ ~--K&iangan-- 15 ; 

2. 7. Piutang 

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan danlatau ter1<ait kegiatan OJK yang 

diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat 

terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan 

persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak ter1<ait serta nilai hak tagih yang akan 

diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang dlukur pada 

nilai tercatat, yaitu besamya uang yang akan ditenma OJK. 

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN. 

a. Piutang Pungutan terdiri dart 

1. Piutang atas wajib bayar lndustri Jasa Keuangan yang melakukan 

registrasi secara mand1ri (self assesment) pada sistem aplikasi 

penerimaan. 

Piutang atas wajib bayar lndustri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari: 

a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pemyataan 

pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; 

b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan: dan 

c) biaya tahunan. 

2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan. 

3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan 

pengembalianlretur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana 

pungutan. 

b. Piutang APBN terdiri dari: 

1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian 

kelebihan pembayaran/retur penggunaan Dana APBN; dan 

2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN. 

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat 

ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner 

(RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada 

saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh 

RDK Kas yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar 

dalam Laporan Posisi Keuangan. 

b. Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar 

nilai wajar atau nilai nominal. 
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ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan 

dengan biaya/harga perolehan terakhir. 

2.8. Persedlaan 

Persediaan adalah aset lancar yang d1peroleh antara lain dalam bentuk alat tulis 

kantor dan per1engkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan 

Saluan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum 

digunakan untuk kegiatan OJK. 

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan 

yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai 

persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (present 

location and condition). Biaya perotehan persediaan antara lain mefiputi harga 

pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 

diatribusikan pada perolehan per1engkapan. Potongan harga dan pos lain yang 

serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perotehan 

persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan 

Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

30/SEDK.02/2017 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan 

disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk 

dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan 

penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang 

dihapusbukukan dan dicatat di Laporan Kontinjensi sebagaimana pada 

Lampiran II. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah 

dihapusbukukan dapat mengubah saldo kas dan pendapatan pada laporan 

keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagal pendapatan 

pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran. Dengan 

diterimanya pembayaran tersebut, maka pencatatan transaksi Piutang yang 

dicatat dihapuskan dari Laporan Kontinjensi. 

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK/2016 Pasal 12 

tentang Manajemen Piutang dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan 

kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian 

penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 

Sistem lnformasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang alas Wajib 

Bayar yang belum terdaftar akan dicatat pada rekening administratif (off-balance 

sheet). 



Aset Tetap diakui pada saal hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset 

tersebut berpindah kepada OJK. 

2.11. Asel Tetap dan Aset Takberwujud 

2.11.1 AsetTetap 

Asel Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. yang digunakan dalam 

kegiatan OJK, lidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka 

Kegialan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegialan yang belum 

dikelahui secara pasli jumtah beban/pengeluaran sebenarnya dan 

dipertanggungjawabkan setelah kegiatan lersebut selesai. Uang Muka 

Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan alas 

pembelian barang atau jasa yang pada saal pembayarannya, barang atau jasa 

lersebut belum dilerima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian lersebul 

harus diperhitungkan sebaga, bagian pembayaran barang yang diserahkan 

pada saal penyetesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat 

pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang muka 

kegialan berkurang pada saal dipertanggungjawabkan sedangkan Uang muka 

pembelian barangljasa berkurang pada saal barangljasa diterima. 

2.10. Beban Dlbayar Dlmuka 

Beban dibayar dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK alas 

jasa/fasililas yang betum dimanfaalkan sampai dengan tanggal laporan 

keuangan, dengan kriteria sebagai berikut. 

1. hak pemanfaatan lebih dari 1 (satu) lahun; atau 

2. hak pemanfaatan sampai dengan 1 (satu) lahun dan lidak bersifat berulang. 

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran alas hak pemanfaatan 

jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah 

dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. 

2.9. Uang Muka 

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir 

pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo 

awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan. 
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Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Asel Telap 

(revenue expenditure) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, 

peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau 

nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (capital expenditures) adalah 

sebagaiberikut. 

1) 8iaya Selanjutnya Asel Tetap 

Dalam implemenlasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan 

bangunan dari biaya lainnya seperti btaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan 

pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 

bangunan dan tanah. 

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan Aset Tetap dan Asel Takberwujud, 

pengukuran saal dan setelah pengakuan Asel Tetap dan Aset Takberwujud, 

penyusutan Asel Telap dan amortisasi Asel Tak.berwujud serta penghenlian 

pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 

8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Telap dan Aset 

Takberwujud. Sedangkan kebijakan mengenai daftar Aset Tetap dan Aset 

Takberwujud beserta masa manfaatnya merujuk kepada Kep Oepkom MS 118 

Nomor Kep-4/MS.412017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan atas Kep 

Depkom MS 118 Nomor Kep-4/MS.412015 tentang Oaftar Asel Tetap dan Aset 

Takberwujud OJK. 

Aset Takberwujud diakui pada saal hak kepemilikan dan/atau 

penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK. 

Asel Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh 

pengeluaran yang dapal dikaitkan langsung maupun tidak langsung 

yang dapal dialokasikan alas dasar yang rasional dan konsislen, yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan asel tersebut 

sehingga siap unluk digunakan sesuai dengan lujuannya. 

2.11.2.Asel Takberwujud 

Aset Takberwujud merupakan asel yang dapat diidentifikasikan dan tidak 

mempunyai wujud fJSik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegialan 

OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat 

lebih dari 1 (satu) tahun. 

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset 

Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset 

Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 
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Kelompok Asel T etap 

• Buken e.p,n.., g.npan m•• menful 4 tellun NU 8 tahi!!!!!!!!1..-----_J 

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner MS 118 Nomor Kep-4/MS.412015 

tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK menjelaskan bahwa Masa 

manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan 

Laporan Keuangan ditetapkan sebagal berikut. 

a) Pengeluaran setetah perolehan tanah dicatat sebagai berikut. 

(1) dalam hat dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis 

semuta berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai 

penambah Nitai Buku; 

(2) dalam hat dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah 

maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah; 

b) Pengetuaran sehubungan dengan Aset Tetap mitik OJK yang 

memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan 

memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku 

AsetTetap; 

c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK 

(aset yang diperoteh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang 

meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui 

sebagai Aset Tetap Lainnya; 

d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada 

huruf a) sampai clengan huruf c), diakui sebagai beban tahun berjalan. 

2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud 

a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset 

Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu 

perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat 

struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi 

teknologi infonnasi; 

b) Pengetuaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud setain 

dimaksud pada huruf a), diaku1 sebagai beban berjalan. antara lain: 

pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem 

aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan. 

Metode penyusutanlamortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. 

Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesalan, seluruh Aset Tetap dapat 

disusutkan sesuai clengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 
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Asel Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapal 

dipulihkan pada periode yang akan datang akibal adanya: 

1. perbedaan lemporer yang boleh dikurangkan; dan 

2. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi. 

Asel Pajak Tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah 

penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai dikompensasi 

dengan perbedaan lemporer yang dapal dikurangkan dan rugi fiskal yang 

masih dimanfaatkan. Asel Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan 

larif pajak yang diharapkan berlaku kelika asel dipulihkan atau liabilitas 

diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode 

pelaporan. 

Dalam implementasinya, asel pajak tangguhan dihitung perbedaan lemporer 

anlara beban ben::tasarkan pedoman akunlansi OJK dengan berdasarkan 

peraturan perpajakan. Pemulihan asel pajak langguhan akan terlihal pada 

saal pembayaran. 

b. Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain 

Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah sejumlah uang yang lelah 

ditelapkan oleh RDK unluk membiayai kewajiban lmbalan Kerja Jangka 

Panjang Lain OJK di masa yang akan dalang. 

Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain diakui pada saal lerdapat 

penyesuaian saldo Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain seperti 

pendanaan lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain berdasarkan keputusan 

RDK. Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain diukur berdasarkan nilai 

lercatat, antara lain ben::tasarkan Keputusan RDK. 

a. Aset Pajak Tangguhan 

2.12. Aset Lainnya 

Asel Lainnya adalah Asel Tidak Lancar selain Asel Tetap dan Aset Takberwujud 

meliputi Aset Pajak Tangguhan, Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain, dan 

aset lidak lancar lainnya. 

b. Bengunen dengan 111U11 manrut 20 Tmhun 
e Oalam 1111 ANI T ecap buk8n b8ngunlln Y8IIII dlplil dikapllalitasi nam\#1 lid8k 

~ dmllln IMnpl•• KIIIJ'"'WM Depull Ko11iliui•. m9k1i Utuln kerja yang 
.............. fungli ........... __, "*18 lllbll IMINllio*-' Kelompok 
mm. ••• , c 811t llrletd 

2) Ketompok Asel Takbefwujud dengan ,,_ manful 4 tahun, 8 tahun. 16 tahun, atau 20 

tahun!c.....,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2.13. Uabilitas Jangka Pendek 

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan 

jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain: 

a. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena 

kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar 

sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Pihak Ketiga dan Utang 

Pajak; 

b. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum 

merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau 

penerimaan OJK lainnya yang belum teridentifikasi peruntukannya; 

c. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat 

sisa dana APBN dan pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan; 

d. Bagian Lancar Uabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain, yaitu Nilai 

Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang direklasifikasi menjadi 

Liabilitas Jangka Pendek karena akan Jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

betas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan/atau 

e. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 

12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam huruf a) sampai d) di atas. 

2.14. Perpajakan 

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK drtetapkan berdasarkan: 

a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 

2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK 

menyebutkan bahwa: 

1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, 

merupakan penghasaan yang dikenakan Pajak Penghasilan; 

2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan 

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. 

b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 20 

15 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasart(an surat dimaksud 

ditegaskan bahwa: 

1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu 

sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan 

usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai 

badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. 
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Punguta.n tatu\ bef)a&an 
Ptnd-n o.e,..,. 
Dmui<a(PDO) 

Saldo Kas Tahun 2017 pada Rekening Bank Mandiri (rekening induk) sebesar 

Rp122.876.833.135,00 digunakan untuk menyelesaikan transaksi kegiatan OJK 

Tahun 2017 yang dibayarkan melalui pos susulan sampai dengan tanggal 

4 Januari 2018. 

3.2. Kas yang Dibatasl Penggunaannya 

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Oesember 2017 dan 2016 

masing-masing sebesar RpS.470.335.482.803,00 dan Rp4.570.587.520.254,00 

dengan rincian sebagai berikut .. 

9.745.118.859 122 876 833 135 Jumlah 

9.745.118 859 122 876 833 135 
Kas 

Bank 

(da/am rop/ah) 
Keteran an I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 

3.1. Kaa dan Setara K•• 

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp122.876.833.135,00 dan Rp9.745.118.859,00 dengan rincian 

sebagaiberikul 

Perubahan Asel Neto Ttdak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber 

daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK 

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

Asel Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan 

pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran 

kembali. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak 

Penghasilan. 

2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur 

Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 

2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan 

yang dikenakan pajak. 

2. 15. Aaet Neto 

Asel Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Asel Neto 

OJK merupakan aset neto tidak terikal 
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c Saldo POO per 31 0es..- 2017 (11.986.659.072) (21.647.754.921) 

0 Biaya - ReiuNmg Bank 290.899 . 
Indonesia ..,,... 2017 yang 

vr/ 
c...,_,._., ~maui,ebn._, __ ....,.._dlri.._., _ _,, k-n 23 °/ 

A 
Dana Pungutan .................... 

1.0:WM6.161.302 4.A02.A5.242.31t 
Ohitt1m1 otmukl (POO) 

G"°Blnl<I""°""'" 118.291394 849 288.163.522.587 

2 G"° Bri Ral<yll lndoo ncc 321 287 510 A3 490 847.145 9!50 

3 G"°Blnl<- 1 106 962. 770 1.226 958.997 
4 OepoSllD Bink lblcylt hldoo 1111 23 100 000 000 1.063.639 212.282 

5 OeposllO Bini< Neglla kldoo- 270.700 000 000 1.063 639.212.282 

a OepoSllD Bini< T....-.gan Nagata 300 000 000.000 757.270.978 009 

7. OepoSIIDBlnk!andlri 738.098.212.282 
B SumBamarga UtU20.000.000 
1. Oepos1lO Bink R.ir,at hldoo = 995. 760 000.000 

2. OepoSllD Bink Mlncllri SOU92.000.000 

3. Oeposito Blink Neg.11111 llldoc'lesir 469.630.000.000 
4. OeposlloBlnl< T~ Negara 1.727.938.000.000 

3.2.1. Dana Pungutan dan POD 

Posisi Dana Pungutan dan POD per 31 Desember 2017 dan 2016 

masing-masing sebesar RpS.030.285.868.302,00 dan 

Rp4.402.885.242.389,00 dengan rincian sebagai berikut. 

.Jurntah Dana Pungutan Tahun Ber1.1l.1n 5 018 299 209 230 

(290 899) 

(18 554 277.930) 

Kas Masuk Pendepatan Pungutan Tahun 2017 

Kompen..., Pendapatan Oitenma Otmuka (POD) yang 

d~erwna do lehun 2018 yang telall menjedo pendapalen 
OJK lehun 2017 

e .. ya admon11trasi Reltenong Bank Indonesia lehun 2017 
yang ddakuken rembufNffl9fll pada tahun 2018 

Dana Pungutan Tahun 2017 yang merupekan he8'1 
pengelolun dane mbelan kl<)& untuk dlMIOfken ke kn 

3 

Jumlah dana pungutan tahun berjalan adalah sebesar RpS.018.299.209.230,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

(180 71$820 99$J 
-.o .... -Kao!O 
ko - Lalnnr• (Dini 
lmblllnKOljo.i..,.. 
P ...... > 

Juml,1h 5 .a·o :JS ,a.g;: &OJ 4 751 303 3A1 2"9 

180$011737 

s 297 2st 128 

4'0 049 814 301 

3'1315820995 0.n• lmbelen K-,. 

o.no-..nl<M...,.,. 

Dane Pembly.,.,, PP11 - 
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Berdasarkan KROK tersebut terdapat realisasi penambahan pendanaan 

pada tahun 2017 sebesar Rp121.000.000.000,00 dan 

Rp22.688.020.326,00. 

a. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Sadan OJK; 

b. Selisih antara saldo anggaran OJK tahun 2017 dan pembayaran 

angsuran Pajak Penghasllan (PPh) Sadan OJK, digunakan untuk 

pemenuhan liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya. 

Dalam hal terdapat perubahan realisasi (kelebihanlkekurangan) 

anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 maka akan dilakukan 

penyesuaian pada jumlah pendanaan liabilitas lmbalan Kerja Jangka 

Panjang Lainnya. 

Nilai Dana lmbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2016 

sebesar Rp341.315.820.995,00. 

Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KROK) Nomor 182/KRDK/2017 

tanggal 29 Desember 2017 menyetujui bahwa pemanfaatan saldo 

anggaran OJK tahun 2017 sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu: 

Juml.11h D,1n,1 lm~l..111 Kf'q.J L.11nc.1r 160 600 000 000 

(&36'-4 &OS 745) 

1a 5542n930 

(439 913 513 .oe&) (190 71S&20 99S) 

Hni pengelo&aan d•na irnt,,"n i..,. -.n 
2017 d•n Den• Pungultn T,t,un 2017 
Rei<ia. ke KM Yeng ~ Pengguna,nny• 
unluk lbng Sel.,.n ke KM Negata 

3.2.2. Dana lmbalan Kerja 

Dana lmbalan Kerja Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp0,00 dan Rp160.600.000.000,00 dengan rincian 

sebagai berikul 

Jumlah penerimaan pungutan tahun 2017 yang dapat digunakan pada 

tahun 2018 sebesar RpS.018.299.500.130,00 dalam akun Kas yang 

Dibatasi Penggunaannya dan Surat Berharga. 
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Jumlah I 46.877.359 538 I 41.734 411.503 
149.439.399 

41 584.972.104 46 728 635 139 
148 724.399 

P1utang Pungutan 

Piutang APBN 

Piutang Lain-lain 

Keterangan I 31 Desember 2017 1 31 Desember 2016 

(dalam 11Jp/ah) 

3.2.3. Dana Setoran ke Kas Negara 

Dana Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing adalah sebesar Rp440.049.614.301,00 dan Rp1 .805.018.737,00 

berasal dari penerimaan pengembalian belanja dan denda wanprestasi 

yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, kelebihan target 

penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan kerja, dan dana imbalan 

kelja jangka panjang lainnya. 

3.2.4. Dana Pembayaran PPh Badan 

Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp0,00 dan RpS.297.259.128,00. 

3.3. Piutang 
Saldo Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 

Rp46.877.359.538,00 dan Rp41.734.411.503,00. 

Sesuai ketentuan tersebut, pengelolaan dana imbalan kerja jangka 

panjang lainnya dikelola sendiri oleh OJK. Pada tahun 2017, hasil 

pengelolaan dana imbalan kelja sebesar Rp18.554.2n.930,00 dan 

ditambahkan sebagai komponen dana imbalan kerja. 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana imbalan 

kerja jangka panjang lainnya alas seluruh dana imbalan kerja per 

31 Desember 2017 sebesar Rp439.913.513.466,00 akan disetorkan ke 

kas negara pada tahun 2018. Selanjutnya untuk mengoptimalkan hasil 

dana kelolaan, pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya 

akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan melakukan penyesuaian 

peraturan terkait ter1ebih dahulu. 

Pencairan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya tahun 2017 

sebesar Rp63.644.605.785,00 dilakukan berdasarkan mekanisme yang 

diatur dalam SEDK No. 29/SEDK.0212017 tanggal 18 Desember 2017 

tentang Manajemen Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain Otoritas 

Jasa Keuangan. 
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Pada tahun 2017, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan sebagai 

piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 

Kementerian Keuangan sebesar Rp1.555.339.920,00 telah 

dihapusbukukan berdasari<an Keputusan Rapat Dewan Komisioner 

No.175/KRDK/2017 tanggal 27 Desember 2017. Hal ini sesuai dengan 

SEDK Nomor 30/SEDK.0212017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang 

OJK yang menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke 

JomlMI "lll tYS OSt l1 SSS llt 1201 4ii 128 ilS 1lt 41S14172 10.t 

I I - • 077 072 ,90 •on0121to 2"3 $31027 

2 -- , s tol 02.& •Sl (239 653 520) IUMS70'33 U377M ... - 3 ~*"' 1219024379 1219024379 90:tSMM& ..... 
I .... ...... ....... ·--- . ..... 
- 12 283123 211 12293123281 1 374 159900 

2 -- 3082 200200 ( I 2C6 42UOO) 1 eM 773800 3 tt7 720 400 - 3 k .. Flglltl NCI" I- 102000 (1102'0000) 1221 .. 2000 2 IOI 380 S<4 ..... 
• ,_ 

I I ... .,. ... "' . ..,.,.... 
""''' I 2eotno,e 2eot n• s5t 10179 5t7 728 o.........- 
P• a sc:t-, 

2 °"""- 13 OSI 333 730,i.,33 1 101731 283 ...,. - 3 Wa.p ..... 121 ..... ,21 1 44.$131 t2• - c..dq - • -- 7 1• e:i1 7 ,.1137 ,._ .. 
Pw,00.1 Ttl'l 

5 r ... ,,.,._." .. ,,. 4 117 300 I 5)1 2•0 

°"'"' lloM-- ' t1etum...,, ke -Ml -Ml 

""""'*" - ,,_. ... , I 11"1 
1 ,. ' I 43 054 200 

eo,q ,. I-, 

" ... --- .......... 
...,.T.,.._ 1-020092 I 3tf Q20092 

2 -- 1"7$31200 I 537 $31200 

(da/am rupiah) 

Berdasari<an SEDK Nomor 30/SEDK.0212017 tentang Pedoman Akuntansi 

Piutang OJK terdapat perubahan klasifikasi piutang, semula piutang terdiri dari 

piutang pungutan dan lain-lain dirubah menjadi piutang pungutan danAPBN. 

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut. 

3.3.1. Piutang Pungutan 
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3.4. Persedlaan 

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 

Rp16.705.880.938,00 dan Rp22.136.480.553,00, dengan rincian sebagai 

berikut. 

Pada tahun 2017, OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum 

registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut 

dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal 

sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan off 

balance sheet). 

Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 

tentang Pedoman Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan, tagihan 

sebanyak 1.567 wajib bayar yang belum registrasi dicatat pada laporan 

Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp37.936.034.343,00 (Lampiran II). 

3.3.2. Piutang APBN 

Piutang APBN per 31 Desember 2017 sebesar Rp148.724.399,00 

merupakan piutang alas kelebihan pembayaran gaji pegawai yang 

bersumber dana APBN. 

Berdasarkan label di alas, per tanggal 31 Desember 2017 OJK memiliki 

piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga 

dikategorikan sebaga, piutang macet namun penagihannya belum 

diserahkan ke Panitia Urusan P,utang Negara (PUPN), Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu 

sebesar Rp7. 725.634. 766,00. 

Jumlah I 46.728635.139 41.584972.104 

9545696 265 
3 949 314 860 

1 821 808 992 
4 609 075 833 
4 812.388 240 

8 200. 980 449 

4 016 674 123 
3.555.871 289 

4 502 516 939 
10 657 186 058 

16 846.687 914 15 795.406 281 Belum 1ttuh tempo 
Tetah H1tuh tempo 

1. 30 Han 

31 Han - 3 Bulan 
3 Bulan • 6 Bulan 

6 Bulan • 1 Tahun 
letith clan 1 Tahun 

' . I • • I . , • , Keterangan 

(daJam rupiah) 

PUPN melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk 

dihapusbukukan dalam RDK secara kolektif oleh Satuan Kerja yang 
melaksanakan fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi paling lambat 

bulan Desember tahun berjalan. 

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut. 
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Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir 

pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan 

saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo 

persediaan. 

Pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, untuk pengukuran 

persediaan OJK menggunakan metode harga perolehan terakhir (last 

purchase method) sesuai dengan SEDK OJK No. 22/SEDK.0212014 tentang 

Pedoman Akuntansi OJK Mulai tahun 2018, OJK menggunakan metode harga 

rata-rata perolehan persediaan. 

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.705.880.938,00 terdiri 

dari: 

• Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.534.803.820,00. 

Dari saldo tersebut, terdapat nllai persediaan sebesar Rp1 .263.823.270,00 

yang merupakan alat tulis kantor dan per1engkapan komputer yang tidak 

bisa digunakan lagi (Lampiran V); 

• Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar 

Rp15.171.0n.118,00. 

Jumlah 16 705 880 938 22 136 480.553 

19 784 697 442 
1 027 282 579 
1 324 500 532 

13 887.583.312 
1.185.345 668 
1632 951 998 

Kantor Pusat 

Kantor RegJOnal 

Kantor OJK 

19.545.759.544 

11.705.880.138 

14 115.159 929 
Mutas, Tambah 

Pembehan Persed,aan 

Mutas, Kurang 

Beban Persediaan 

Saldo per 31 DeHmber 2017 

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikul 

22.1 JS.480.553 

Mutasi Persediaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikul 

I ; : I • : 

22.115.366 853 
21.113.700 

16 703.555.938 
2 325 000 

Barang Konsumsl/Alat Tulis Kantor 
Pita Cukai. Matera,. Leges dan 
Bahan Baku/Per1en kapan Kantor 

Keteran an 31 Oesember 2017 31 Oesember 2016 
(dalam rupiah) 



Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar 

Rp638.930.720.358,00 yang dibiayai dari dana APBN sebesar 
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136 571.726 656 
262.825934 

638.930. 720.358 

52 973.095 667 

(ds/am rupiah) 
122.1t2.1n.2a1 Saldo per 31 DeHmb« 2016 

Mutasi Tam bah 
Pembayaran alas Beban D,bayar Oimuka Tahun 2017 

Mutasi Kuning 
Jumlah yang telah dmanlaatkanlbeban 

Pembebanan Prem, AsuninSI 2016 

Saldo per 31 DeHmb« 2017 

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut. 

Jumlah 2 309 995 572 

262825934 

2 047.169.638 

Pembebanan asuran11 d,bayar domuka per 31 
Desember 2016 

Kontnik asunins, tahun 2017 

1 

2 

(deism rupiah} 
Ura1an Jumlah • 

Berdasarkan SEOK Nomor 32/SEDK.02/2017 tentang Perubahan Ketiga atas 

SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK terdapat 

perubahan deflnlsi Beban Dibayar Dimuka sehingga premi asuransi tldak 

diklasifikasikan dalam Beban Dibayar Dimuka sebagai aset namun dicatat 

sebagai beban. Jumlah beban asuransi tahun 2017 adalah sebagaimana rinclan 

berikut. 

Jumlah ' 638 930 720 358 I 722 792 177 281 

705.625 244.554 
16 904 106 793 

262 825934 

601.963 365 957 
36 967 354 401 

Sewa Kantor OJK 
Sewa Rumah Jabatan 
Prem, Asunins, 

(deism rupiah) 
31 Descmber 2016 KeteranQan I 31 Desember 2017 

3.5. Uang Muka 

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 

Rp1.970.000.000,00 dan Rp1.429.300.000,00. Saldo Uang Muka Tahun 2017 

merupakan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Kontrak Tahun Pertama 

alas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dalam rangka penyediaan ruang 

kerja sementara pegawai di Gedung Wisma Mufia 2 dan rekondisi ruang kerja 

di Gedung Menara Merdeka sesuai dengan Surat Perjanjian No. SPJ- 

01/MS.3/PPK/PLWM2MM-2017 tanggal 16 November 2017. 

3.6. Beban Dlbayar Dimuka 

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp638.930.720.358,00 dan Rp722.792.177.281,00 terdiri dari: 
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OJK menyadari untuk tidak memanfaatkan WISITia Mulia 1 dan mengoptimalkan 

penggunaan W1Sma Mulia 2 untuk menghidari pengeluaran yang lebih besar. 

Namun, terkait pemenuhan gedung kantor pusat yang terpadu, OJK diantaranya 

telah melakukan upaya sewa dengan opsi beli untuk gedung Wisma Mulia 1 dan 

sewa untuk gedung Wisma Mulia 2 dengan perkembangan sebagai berikut: 

1. Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 

tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 

2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma 

Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ- 

01/MS.4/PPKIPSGKPWM1/ 2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun 

dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. 

Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampal dengan 14 Juli 

2021 dengan masa grace period selama 12 bulan. Pembayaran termin I 

sebesar Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016. 

2. Gedung Wisma Mulia 2 disewa selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 

tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 

2016, OJK juga telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung 

W1Sma Mulia 2 dengan PT Mulia Karya Gemilang nomor SPJ- 

01/MS.4/PPKIPSGKPWM2/2016 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun 

dengan nilai kontrak Rp221.315.692.752,00. Kontrak tersebut mulai berlaku 

sejak ditandatangani atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017 

sampai dengan 31 Maret 2020 dengan masa grace period selama 12 bulan. 

Pembayaran tennin I sebesar Rp76.979.371.392,00 dilakukan pada tanggal 

28 Desember 2016. 

3. Dengan pertimbangan bahwa kontrak Menara Merdeka berakhir 31 

Desember 2017 (tennasuk rekondisi) dan harga perpanjangan sewa Menara 

Merdeka naik sangat signifikan (kurang lebih sebesar 68, 17% dari harga 

semula), maka diputuskan berdasarkan KROK No.136/KRDK/2017 tanggal 

11 Oktober 2017 memindahkan pegawai dari Menara Merdeka dengan 

desain sederhana dan menggunakan meubelair dari Menara Merdeka. 

Jumlah 36 967 354 401 601 963 365 957 638 930 720 358 

527.380.749.966 
65.718 005 452 
45.831.964.940 

496.347 727 326 

62 701 146 192 
42 914 492 439 

31.033 022 640 
3016859 260 
2 917472 501 

Kantor Pusat 

Kantor Regoonal 

KantorOJK 

Sewa Rumah 
Kctcrangan J b I Sewa Kantor Jumlah a a an 

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut. 
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4. Bank Indonesia (vide Surat Keputusan Bersama No.20/5/NK/GBl/2018 & 

No.PRJ/20/001/2018 tanggal 27 April 2018) dan Kementerian Keuangan 

(vide Surat Keputusan Bersama No.103JKMK.01/2018 & No.02/KDK.01/2018 

tanggal 11 Januari 2018) serta Surat Menteri Keuangan No.S- 

572/MK.01/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah memperpanjang masa 

pinjam pakai gedung Menara Radius Prawiro (MRP) dan Sumitro 

Djojohadikusumo untuk OJK sampai dengan 31 Desember 2022. Namun 

demikian, Bank Indonesia meminta ruangan yang digunakan OJK di Gedung 

D karena akan digunakan oleh Bank Indonesia pada akhirtahun 2018. 

5. Penawaran Kerjasama untuk penyediaan gedung kantor pusat OJK 

diperoleh dari PT Pos lndonesJS (vide surat PT Pos Indonesia 

No. 45/0irut/0118 tanggal 11 Januari 2018) dan Kementerian Keuangan 

untuk rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Lot-1 SCBD 

terakhir melalui rapat tanggal 7 Agustus 2018. 

6. Untuk rencana pemanfaatan ruangan di Wisma Mulla 1 dan sebagian lantal 

Wisma Mulia 2, Dewan Komisioner OJK meminta untuk dihitung kebutuhan 

biaya berdasarkan kurun waktu sampai akhlr tahun 2022 menggunakan 

analisa metode feast cost, yaitu: 

a. Dengan tujuan agar dicapai suatu additional cost yang paling kecil dari 

opsi yang dip1lih sehingga tidak mengharuskan OJK mengeluarkan 

tambahan biaya yang lebih besar. 

b. Dengan cara menghitung biaya yang timbul terkait dengan biaya 

penataan, biaya sewa, biaya relokasi, biaya rekondisi dan biaya 

operasional. 

Dari analisa tersebut, terdapat 2 opsl pemanfaatan ruang kantor sewa di 

Wisma Mulia, yaitu: 

a. Opsi 1 : Pemanfaatan seluruh Gedung W1Sma Mulia 2 sampai dengan 

tahun 2022 dan tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia 1. 

b. Opsi 2 : Pemanfaatan seluruh Gedung W1Sma Mulia 2 sampai dengan 

tahun 2019 dan pemanfaatan sebagian Gedung Wisma Mulia 1 sejak 

pertengahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 

Selain itu terdapat opsi lain (opsi 3), yaitu apabila seluruh pegawai OJK di 

kantor pusat pindah ke Gedung W1Sma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 sampai 

dengan akhir tahun 2022. 

Melalui serangkaian pembahasan sebelumnya dan terakhir RDK tanggal 11 Juli 

2018 diputuskan sebagai berikut 
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32 1 
919.114 

53.791 

18 283 

17.241 

179 228 

282 505 

366.469 

1.597 

Total Add111onal Cost 

4 

5 
6 

7 

Biaya-WM2 

SeMCe charge (WM.1 & WM 2) 

Blaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana. 
Pengawas. MK) 

Biaya penataan (intenor, meubelair, 
peralatan/perangkat IT) 

B,aya relokasllpemindahan 

Biaya rekondisllreinstatement 

81aya oper8SIOllaVpemehharaan (MRP, gd 0, 
Sumitro) 

1 

2 

3 

Ura,an Jumlah 

(dalam )utaan rupieh) 

4 

5 
6 

7 

ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh 

lantai di Wisma Mulia 2 digunakan (additional cost) sebesar 

Rp919.114.000.000,00 meliputi: 

724 541 

9.405 

5.432 

11.010 

111 719 

558 532 

25.505 

2.936 

Biaya - (WM 1,WM 2. Menara Merdeka) 

Serv,ce charge (Menara Merdeka) ----~- 
Billy• Tenaga Ahh (Konsultan Perencana. 
Peng-.MKj 

B1aya penataan (intenor meubelalr, 
peralatan/perangkat IT) 

B1aya relokasllpem1ndahan 

Biaya rekond1si/re1nstatement ----- 
BIBY• ope,nionaVpemeliharaan 

1 

2 

3 

Total b1aya yang telah drkeluarkan 

Jun,lah 

(dalem jutaan rupiah) 

No Ura,an 

i. Biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp724.541.000.000,00 

meliputi: 

1. Lantai yang telah disewa di Wisma Mulia 2 akan ditempati seluruh lantainya 

dan diperpanjang s.d Desember 2022 (opsi 1). Hal ini juga masih lebih 

murah biayanya jika dengan menggunakan Wisma Mulia 2 sesuai kontrak 

kemudian pindah ke Wisma Mulia 1 sesuai juga masa kontrak yang telah 

dibayar (opsi 2). 

2. Secara keseluruhan penghematan biaya atas keputusan tidak 

mengoptimalkan ruangan yang telah disewa dan dibayar sebelumnya 

adalah sebesar Rp716.511.000.000,00 (Rp1.635.625.000.000,00 - 

Rp919.114.000.000,00). Penghematan tersebut diperoleh dari selisih 

perhitungan biaya opsi 3 dikurangi opsi 1, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 2 

s.d. tahun 2022 (opsi 1) adalah sebesar Rp1.643.655.000.000,00 yang 

terdiri atas: 
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Saldo Asel Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 

Rp703.680.695.607,00 dan Rp535.497.365.063,00. Rincian dan mutasi Asel 

Telap selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut. 

Pengambilan keputusan dan perhitungan tersebut dituangkan dalam KROK 

Nomor 75/KRDK/2018 langgal 11 Juli 2018 tentang Rencana Pemanfaatan 

Ruang Kantor Sewa di Gedung Wisma Mulia dengan hasil: 

a. Telap menggunakan gedung Menara Radius Prawiro-81 dan gedung 

Sumitro Ojojohadikusumo-Kementerian Keuangan dengan pertimbangan 

biaya yang lebih rendah (/east cos(). 

b. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung Wisma Mulia 

yang mendasarkan pada metode least cost, yailu penggunaan seluruh lanlai 

yang disewa di gedung Wisma Mulia 2 s.d. lahun 2022. 

Keputusan yang diambil dengan tidak mengoptlmalkan pemanfaalan ruang 

yang lelah disewa sebesar Rp412.308.289.800,00 adalah unluk melakukan 

penghemalan sebesar Rp716.511.000.000,00 guna menghindari lambahan 

biaya yang lebih besar bagi OJK. 

3.7. Aset Tetap 

Total Add1t1onal Cost 1 635.625 

306.112 

47 072 
50 783 

163 165 

4 

5 
6 

7 

569.138 
494.191 

5163 

Biaya sewa (WM 1 & WM 2 

Service charge (WM 1 & WM 2) 

Biaya Tenaga Ahlo (Konsultan Perencana, 
Pengawa1. MK) 

B1aya penataan (intenor. meubela,r, 
peralatan/perangkat IT) 
818ya relokalllpem1ndal1an _ 
B1aya rekonchsllreinslalament ------,,~-----,--,c=-c---,--~-~ 
Bilya opern,onallpemeliharun (WM 1, 
WM2J 

1 

2 

3 

(dalam jutaan rupiah) 
No I Ura,an Jumlah 

l. Biaya yang sudah dikeluartcan sebesar Rp724.541.000.000,00 

sebagaimana butir 1.a lersebut di alas. 

ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh lantai 

di Wisma Mulia 1 dan W1Sma Mulia 2 digunakan (additional cost) 
sebesar Rp1.635.625.000.000,00 meliputi: 

b. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 1 dan 

Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022 (opsi 3) adalah sebesar 

Rp2.360.166.000.000,00 yang terdiri atas: 
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Rincian dan mutasi Asel Takberwujud selama Tahun 2017 adalah sebagai 

berikut. 

3.8. Aset Takberwujud 

Saldo Asel Takberwujud per 31 Oesember 2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp153.314.147.473,00 dan Rp178.194.524.806,00. 

Pada Laporan Keuangan tahun 2016 terdapat Aset Dalam Penyelesaian 

sebesar Rp31.221.109.340,00 yang diklasifikasikan dalam akun Aset 

Takberwujud karena tidak terdapat Chart of Account atas akun Asel Dalam 

Penyelesaian. Pada Tahun 2017, Asel Dalam Penyelesaian lersebut mengalami 

reklasifikasi dari Akun Asel Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud. 

Status Hak Kepemilikan Aset Tetap OJK per 31 Oesember 2017 atas tanah 

Papua dan Bandung masih dalam proses penegasan ke Kementerian Agraria 

dan Tata Ruangl Sadan Pertanahan NaSIOllal. 

Pada Tahun 2017, OJK melakukan pembelian lanah pada 3 lokasi yailu: KOJK 

Solo, KOJK Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, KOJK Provinsi Nusa 

Tenggara Baral dengan nilai masing-masing pembelian sebesar 

Rp147.547.391.257,00, Rp61.212.497.985,00 dan Rp12.310.733.493,00. 

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Asel Tetap belum dihapuskan dari pencalatan 

senilai Rp63.918.090,84 per 31 Oesember 2016 sebagaimana pada Lampiran 

IV. Asel tersebut masih tercatal karena tindak lanjut atas barang hilang 

dimaksud masih dalam proses. 

Saldo Asel Telap per 31 Oesember 2017 sebesar Rp703.680.695.607,00 terdiri 

dari: 

- Nilai buku alas perolehan Asel Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang 

dibiayai dari APBN sebesar Rp108.488.722.218,00 (Lampiran Ill); 

- Nilai buku atas perolehan Asel Tetap Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 

yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp595.191.973.389,00. 
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Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan 

penetapan status alas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun 

sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada berita acara serah terima alas 

aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK. 

3.9. Aset Dalam Penyelesalan 

Saldo Asel Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp4.666.092.924,00 dan Rp0,00. Aset Dalam Penyelesaian 

tersebut lerdiri alas Gedung dan Bangunan Dalam Penyelesaian sebesar 

Rp4.338.930.174,00 dan Asel Takberwujud Dalam Penyelesaian sebesar 

Rp327 .162. 750,00. 

SaldoAsetTakberwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp153.314.147.473,00 

terdiri dari: 

- Nilai buku alas perolehan Aset Takberwujud TahunAnggaran 2013 dan 2014 

yang dibiayai dari APBN sebesar Rp13.520.457.433,00 (Lampiran Ill); 

- Nilai buku alas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 dan 2016 

yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp139.793.690.040,00. 

Berdasar1<an KMK Nomor 2/KM.212016 tanggal 8 Maret 2016 tentang 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian 

Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q Otoritas Jasa Keuangan Selaku 

Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan 

KMK Nomor 69/KM.612016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat 

Jenderal Anggaran selaku Penguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain 

(BA999.08) yang dipergunakan oleh Otorilas Jasa Keuangan menetapkan 

bahwa status Asel Tetap dan Asel Takberwujud yang dibiayai menggunakan 

dana APBN merupakan Barang Milik Negara. 

!~JJU1 .. ·4•) -- 
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3.11. Utang Operasional dan Admlnlstratlf 

Saldo Ulang Operasional dan Administralif per 31 Desember 2017 dan 2016 

masing-masing sebesar Rp125.532.853.472,00 dan Rp13.681.413.737,00. 

Ulang Operasional dan Administratif terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang 

timbul karena operasional OJK dan Utang Pajak Potong/Pungut yang belum 

diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2017 dan 2016. 

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Potong/Pungut adalah 

sebagaiberikut. 

3.10.2. Dana lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain 

Kas yang dibalasi penggunaannya jangka panjang pada langgal 

31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 

Rp180.715.820.995,00. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannyajangka 

panjang pada Tahun 2017 merupakan sisa saldo imbalan kerja jangka 

panjang yang belum direncanakan untuk direalisasikan sampai dengan 

akhirTahun 2018. 

84.032.220.616 202.594.335.750 

(109 636 394 884) (140 285 465.500) 

173 668 615.500 342 879.801 250 Beban (penghas,1an) paJak 
k1ni 

Beban (penghas,lan) paJak 
tangguhan yang berasal dan 
bmbulnya pert>edaan 
temporer dan pembaliknya 

Bebmn Pl'J•k pengh•allan 
l>md•n 

K I 
31 Oesember 31 Desember 

e eran9an 2017 2016 

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan: 

197.309.819 750 
(57 024.354 250) 
378.704.945.750 

236 966 513 943 
(127.330 119 059) 

488.341.340.834 

238.419 480 250 378 704 945 750 SaldoAw•I 
Mutnl; 
Penambahan tahun berJalan 

Pemulihan 

Saldo Akhlr 

(dslsm rupiah) 

Keterangan I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 

3.10. Aset Lainnya 

3.10.1. Asel Pajak Tangguhan 

Saldo Asel Pajak Tangguhan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp488.341.340.634,00 dan Rp378. 704.945. 750,00. 

Mutasi Asel Pajak Tangguhan langgal 31 Desember 2017 dan 2016 

adalah sebagai berikut. 
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Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB (MS 

118) Nomor Kep-6/MS.412017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perubahan atas 

Keputusan Deputi Komisioner MS 118 OJK Nomor Kep-11/MS.4/2016 

tentang Sistematika Akun OJK Deputi Komisioner MS 118 OJK terdapat 

perubahan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka atas Penerimaan yang 

8elum Teridentifikasi Pengelolaan Pungutan diklasifikasikan dalam 

Pengelolaan Pungutan. 

Jumlah 11 986 659 072 21 647 754 921 

R1gl twl 53 

1 Peroanken 
2 P-Modal 54 53 

3 lndustn K-,gan Non Bank • lll8ye TmhunM 11.241.511.111 20.143.437.1143 
1 P81benken 33e 589088 5 175 017 450 
2 Pe-Modal 6549 712 258 11 827 853 420 
3 lndustn K-,gan Non Bank 4 363215 540 3 840567073 ., Slnbl ll.027.04t 117.311.523 
1 Petbenkall 29000 849 1.386029 
2 Pe-Modal 25886 200 665 835494 
3 lndusm Keuengen Non Bank 140000 140000 

IV Pwl a-a111n Pung&-. M2.115.0l3 

v .............. r"'III ....... 121 ...... 350 Tertdi.11117 •I~ 

P9nertmaMr111111Blluffl 
VI TerlcllnlllNwll pedl R1IIIMIIII 10.00l.052 

Inell* 

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

sebagai berikut. 

Sebagian besar Utang kepada Pihak Ketiga dimaksud diselesaikan dengan 

menggunakan anggaran Tahun 2017 melalui pos susulan sampai dengan 

tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp12.2.876.833.135,00. 

3.12. Pendapatan Dlterima Dlmuka 

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp11.986.659.072,00 dan Rp21.647.754.921,00. Pendapatan 

Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan 

oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

12.342.978.353 
1.338 435 384 

124 239 970 805 
1292882 667 

Utang kepada P1hak Kebga 

Utang PaJak Potong/Pungut 

Jumlah I 125.532.853.472 13.681.413.737 

(dalam rupiah) 
Keterangan 31 Dcsember 2017 31 Desember 2016 
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3.14. Llabllltas lmbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja 

1) Program lmbalan Pasca Kerja dan lmbalan Kerja Jangka Panjang lainnya 

terdiri dari: 

a) Program lmbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun 

i. Program Pensiun 

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini ber1aku bagi pegawai Eks. 

Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank 

Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK 

dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK. 

ii. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan 

Hari Tua (TKHT) 

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada 

Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai OJK. 

Utang Setoran Kas Negara per 31 Oesember 2017 diperoleh dari pengembalian 

beban atas pembiayaan dana APBN tahun anggaran yang lalu yang diterima 

pada tahun 2017, kelebihan target penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan 

kerja, dan dana imbatan kerja jangka panjang lainnya. Alas utang tersebut telah 

disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar 

Rp136.100.835,00. 

1 Denda wanprestasi penyelesa,an 1258255 782 
pekeriaan pengadaan lnfrastrukl\lr 

2 Rel\lr p1hak kebga atas pengadaan 431 807 143 
3 Rel\lr atas penggunaan dana 136 100.835 81.595.187 
4 Denda Wanprestas, Pengadaan 33 360 624 

Jasa Konsultansi 

5 Keleb1han Target Penenmaan 4 799 260 221 
tahun 2015 

6 Keleb1han Target Penenmaan 9 751382120 
tahun 2016 

7 Has,I Pengelolaan Dana lmbalan 18 554 277 930 
Kel]a tahun 2017 

8 Dana lmbalan Keria Jangka 421. 359 235 536 
Pan an Lainnya 

.• t I 

" 
I ; 

(dalam rupiah) 

N K I 
31 Desember 31 Desember 

o e erangan 2017 2016 

3.13. Utang Setoran ke Kas Negara 

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing sebesar Rp454.600.256.642,00 dan Rp1.805.018.736,00 dengan 

rinciannyasebagaiberikut. 
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menerus. 

ii. Penghargaan Masa Pengabdian 

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai 

masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan 

kelipatan 5 untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah 

menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. 

iii. Kacamata 

OJK memberikan bantuan pembelian frame kacamata kepada 

pejabat dan pegawai. 

2) Perubahan Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja 

Saldo liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja per 

31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.953.365.362.537,00 dan 

Rp1.514.819.783.853,00 dengan rincian sebagai berikut. 

b) Program lmbalan Pasca Kerja lainnya 

i. Uang Pesangon 

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan 

Komisioner sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK. 

ii. Tunjangan Pasca Jabatan 

Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisioner dan 

Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu. 

iii. Cinderamata 

Cinderamata merupakan imbalan baru di tahun 2017 yang diberikan 

kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner. 

c) Program lmbalan Kerja Jangka Panjang lain 

i. Cuti Besar 

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah 

mencapai Masa Dinas paling singkat 6 tahun secara terus menerus 

dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 tahun secara terus 

I C:ATATJ\N J\TAS l,,\l'ORAN KEIJ,\N(;,\N 
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Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor OOOO/ST-RS-PSAK24- 

0JK/1/2018 tanggal 15 Januari 2018. 

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban 

imbalan kerja adalah sebagai berikut. 

benefits) per 

PT Dayamandiri 

Perhitungan Kewajiban lmbalan Kerja (employee 

31 Desember 2017 dilakukan oleh aktuaris independen 

Per 31 Desember 2017 terdapat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 

Rp292.490.911.921,00 yang timbul pada perhitungan imbalan kerja pada 

Laporan Aktuaris dan dicatat pada aset neto dalam laporan posisi keuangan. 

3) Asumsi-Asumsi Aktuarial 

b) Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja 

Nilai Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 

31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 

Rp1 .311.577.319.502,00 dan Rp1.028.593.020.000,00. 

a) Bagian Lancar Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca 

Kerja 

Nilai Bagian Lancar Liabilitas lmbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan 

Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar 

Rp641.788.043.035,00 dan Rp486.226.763.853,00. 
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Jumlah 773 175 755 000 

304.ffl.214.000 
304 an.284.000 
49.303.471.000 
210 718.1311000 
257 515 335 000 

I Pe:pa• QM (YICP Q.MI 

DAPENOJK 
• Danlll'en9iun 

v.,....K rt 

• TPHT 
b T10fT 

Asel Program OJK per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut. 

Aset program OJK pada Dana Pensiun dan YKP sebesar 

Rpn3.175.755.000,00. lmbal hasil atas aset program dimaksud mengacu 

pada kebijakan investasi. 
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4) Untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya, OJK 

melakukan pendanaan. Saldo pendanaan per 31 Desember 2017 dicatat pada 

akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lainnya. 

3.15. Utang Pajak Sadan 

Saldo Utang Pajak Sadan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp901.090.694.655,00 dan Rp892.470.720.403,00 yang merupakan 

Utang PPh Sadan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara self assessment. 

Rincian Utang PPh Sadan Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikul 

Selain itu, terdapat pula beban imbalan kerja alas iuran pasti sebesar 

RpS0.173.440.652,00 yang terdiri dari iuran pegawai sebesar 

Rp20.567.669.359,00 dan iuran OJK sebesar Rp39.605.771.293,00. 

Sebagai infonnasi bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bank Indonesia 

telah melakukan pembayaran kepada YKP-OJK untuk TPHT sebesar 

Rp10.669.118.697,00 dan TKHT sebesar Rp83.825.670.549,00 dengan 

jumlah Rp94.494.789.246,00. 

Jumlah 542 S44 081 704 

437 051 018 926 
68 470 756 734 
37. 022 306 044 

ditempatkan pada beberapa instrumen keuangan dengan komposisi sebagai 

berikut. 

304 872 284 368 Jumlah 

3.850.000.000 
4.500 000.000 

35.834 447 691 
28.614 861 889 
93 764.600.000 
48 000 000 000 
68 751 000.000 
8. 437 396 909 
9 433 720. 755 
3 667.514 790 

18 742 334 

1 Oeposito on call 
2 Oepos,to bel)angka 

3 Surat Berharga Negara 

4 Saham 
5 Obhgas, Korporas, 
6 Sukuk Korporas, 
7 Reksa Dana 
8 Efek Beragun Asel 
9 Sehs,h Pemla,an lnvestas, 

10 Asel d, Luar lnvestas, 
11 Asel Operas,onal - Dana investasi YKP sebesar Rp542.544.081.704,00 yang merupakan 

kumpulan dana aset program dari OJK dan Bl dan dana operasional YKP 

(dalam rupiah) 
No Penem atan pada OAPEN Per 31 Desember 2017 

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dana Pensiun (DAPEN) per 

31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut. 
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Secara substansi, atas piutang tersebut telah diakui sebagai pendapatan kena 

pajak yang telah dihitung sebagai pajak terutang pada tahun sebelumnya 

sehingga penghapusan atas pendapatan tersebut sudah sewajamya juga 

mengurangi pajak terutang pada tahun berjalan. 

Penghapusan piutang tersebut telah dibebankan baik secara komersial maupun 

fiskal. Beban penghapusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang 

menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat 

dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk itu, OJK akan 

menyampaikan daftar piutang yang tidak dapat ditagih tersebut melalui SPT 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

1 555 339.920 Piutang macet yang tel8l1 dlllmpehkan penag,hannya ke 

P8M18 Uruun P,utang ~ (PUPN) 

Penghepuun Poutang T ehun lalu dokerenek.,, adanya 
u.,, kebereten atau d•etahui telah cebut iz1n u .. he 

(deism rupiah) 
No xctcranqan Jumtah 

Dalam pemitungan utang PPh Sadan tahun berjalan, terdapat beban 

penghapusan piutang sebesar Rp1.963.837.973,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

342.879.801.250 173.111.115.500 

173.668 615 500 

Penghe .. len kene P8fek tahun 

befjalan 

b PeJak Baden Teruteng (25%"aJ 
c Pembeyer... tahun befjelen 

d Utang paJak bedan 

Pemitungan utang PPh Sadan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai 

berikut. 

Jumlah 901 090 694.655 892 470.720.403 

118106.754 600 

342 879 801 250 
(60 627.312.947) 

173 668 615 500 
(165 048 641 248) 

254 471 553 038 

892.470.720 403 

237 639 924 462 Saldo Utang PPh Sadan 2015 

Saldo Utang PPh Sadan 2016 
Koreksi Utang PPh Sadan 2015 
(sesuar SKPKB) 
Sanks, Adm1mstras1 (sesua, 

SKPKB) 
Utang PPh Sadan tahun bel)alan 

Angsuran PPh Badan 

I C1\Ti\T1\N 1\T,\S L,\l'OR,\\ 1'1·:11,\1\(;,\\ 
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250 038 389 764 

44 995 811. 559 

4.197.112.973.414 

296 500 665 339 

(292 490 911 921) 

4.201.122. 726.832 

3.902.078.772 091 4.197 112 973 414 
Saldo Asel Neto per 
31 Oesember 2016 

Mutasi: 
Perubahan Asel Neto 

Penyesua,an Asel Neto 

Saldo Aaet Neto per 31 
Dnember 2017 

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2017 dan 2016 maslng-masing sebesar 

Rp4.201.122.726.832,00 dan Rp4.197.112.973.414,00. 

Mutasl Aset Neto pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut. 

3.16. Aaet Neto 

Dari jumlah pembayaran angsuran PPh sebesar Rp225.675.954.196,00 

tersebut, terdapat pembayaran yang berasal dari kelebihan target penerimaan 

pungutan Tahun 2016 yang digunakan Tahun 2017 sebesar 

Rp9. 751.382.120,00. 

Jumlah 225.675.954 196 

5125 211 854 
172 047275 

9 751.382.120 

150 .000 000 000 

16 Jenuan 2017 

1 Maret 2017 

29 Oesember 2017 

29 Oesember 2017 

1387758MGNATA228 

299997NTRQ9QBPMO 

1 E68E7584PURGU60 

FOAF17PC91Al.2960 

3 
4 
5 

OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan Tahun 2015 dengan 

rincian sebagal berikut. 

Sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 

00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, utang PPh Badan Tahun 2015 

ditetapkan sebesar Rp610.218.212.100,00 yang terdiri dari PPh terutang 

sebesar Rp492.111.4n.soo.oo dan sanksi administrasi sebesar 

Rp118.106.754.600,00. Atas SKPKB tersebut, utang PPh Badan Tahun 2015 

yang semula diakui sebesar Rp237.639.924.462,00 telah dilakukan koreksi 

pada tahun berjalan sebesar Rp372.578.287.638,00. Sanksi administrasi 

sebesar Rp118.106. 754.600,00 saat ini dalam proses pengajuan penghapusan 

melalui Surat Nomor S-02/MS.412017 tanggal 15 Januari 2017 tentang 

Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan sampai 

dengan saat ini belum mendapat tanggapan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. 
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8 694 820 994 17 446 546 636 

7 206 830 146 

lmbal Has~ f'eovelc>lun Pungutan 

lmbal Hasd Pengek>IUn Dana 
lmbalan Kel)a 

Jua G,ro Reken,ng Pungutan 

2 

3 

11 254 047 323 
2 438 810 544 

11 400 566 534 
1805 620 717 

PasarModaJ 

3 lndustn ~n Non Bank 

593 893 591 
48 043411 273 

&t3 243 !143 

53 305 221 824 

1 Perbankon 

2 P1 .. rMod1I 

No S.Uot 31 Dewmber 2017 31 Dnember 2016 . . . 

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 

sebagaiberikut 

... 416.320.218.849 
4 416 320 218 849 5 043 950 400 927 Pendapatan Pungutan 

Jumlah 5 043.950 400 927 

(dalam rupiah) 
Keteran an 31 Oesember 2017 I 31 Desember 2016 

3.17. Pendapatan 

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp5.043.950.400.927,00 dan Rp4.416.320.218.849,00 yang terdiri 

dari: 

Jumlah Penyesua,an Aset Neto (292 490.911.921) .. 4 995.811.559 

1 Koreksi P1utang La1n-la1n (5 003 268. 779) 

2 Reklas Utang Setoran Ke Kas 1.805.018.736 
Negara 

3 Koreks1 pembukuan paJak satker 6.102 180 
Pendapatan Other ComprehenSive 

4 Income (OCI) atas Uabthtas (292 490 911.921) (35 373 930.000) 
lmbalan kel)a 

5 Koreks1 mla1 tanah 58 000 000 
6 Pembayaran TKHT pegawa, 83 825.670.000 
7 Koreks1 utang paJak 2015 54 145 220 
8 Koreks1 Beban O,bayar Oamuka 38 289 350 

9 Koreks1 p1utang pungutan lain-lain (414.215 147) 
tahun 2015 

No Keterangan 31 Oesember 31 Oesember 

Perubahan Asel Neto 2017 2016 

Rincian penyesuaian Ase! Neto sebagai berikut 
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Jumlah 3.589 427.761.450 

304 555 000 751 
2 549 351 586.676 

8 884 071.385 
7 081.150.374 

655.375 143.000 
64 032 220.616 

Beban Perkantoran 

Beban Remunerasi 

Beban Pendidikan dan PelatJhan 

Beban Pengembangan Orgamsas, dan SOM 

Beban tmbalan Keqa 

Beban PaJak 

(dalam rupiah) 
Beban Ke91atan Admm1stras1 31 Oesember 2017 

2) Beban Kegiatan Administratif 

Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp3.589.427.761.450,00 dengan 

rincian: 

Fungsi Pengaturan 
FungsiPengawasan 
Fungsa Penegakan Hukum 
Fungsi Edukasi dan Pert,ndungan Konsumen 
Fun Si Man n Strat IS 

121 202 427 039 
174 030 704 221 

15 134 464 638 
22 900 122 647 

454 464 155 807 

• • • •• 

1) Beban Kegiatan Operasional 

Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp787.731.874.352,00 dengan 

rincian: 

487 634 978 517 
3.501 911670740 

148.318.518.969 

787.731 874 352 
3 589 427 761 450 

341.184 576.765 
29 105 523 021 

Beban Kegiatan Operas,onal 
Beban Kegiatan Adm,mstrabf 

Beban Keg,atan Pengadaan Asel 
Beban Kegiatan Pendukung 
La1nn a 

(datam rupiah) 
Kctcrangan 31 Oesember 2017 31 Oesember 2016 

3.18. Beban 

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 

sebesar Rp4.747.449.735.588,00 dan Rp4.166.281.829.085,00 yang terdiri 

dari: 

Jumlah 5 Of.3 9SO ,oo 927 , 416 320 218 849 

1 578400 7 

2'00 90010 

'65111340 

262 921 &48 

783 129 806 

75,t 613 603 

Oend1W1~ 
Pengembal,.n Penggunaan Dal\l 
Pungutan 
Seto,an UJi Coba 5-., Hoot to 
Host 
Pe~n PengelolNn Pungwn ......,,. 

5 

6 

No Sektoe 31 ~t»r 2017 31 Oesember 2016 
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2 
3 

3 739.255 751.810 
165.048 641.248 
63.644 605 785 

9.431 391.585 

Arus Kas Keluar Akbvitas Operasi 

1 
Pembayaran kegiatan operasional, adm1mstratrf 
dan pendukung la,nnya 
Pembayaran utang paJak badan 
Pembayaran imbalan kerja Jangka panJang 
lamnya 

4 Pembayaran pos susulan tahun 2016 

(dalam rupiah) 
No Ura,an Jumlah 

b. Arus Kas Keluar 

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan 

aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut. 

Jumlah 5 027 192 682 210 

26 772 992.742 
5 000 419.689.468 

Penenmaan P,utang T ahun LallJ 
Penenmaan Tahun 2017 

(dalam rupiah) 

3.19. Penjelasan Pos·Pos laporan Arus Kas Tahun 2017 

•· Arus Kas Masuk 

Jumlah arus kas masuk dan pendapatan pungutan OJK sebesar 

RpS.027.192.682.210,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima 

selama tahun 2017, terdiri dari: 

4) Beban Kegiatan Pendukung lainnya 

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp29.105.523.021,00 adalah 

beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan 

tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan 

Kekaryawanan dengan rincian: 

Jumlah 341. 184 576 765 

127 258 551 990 
192 393 944. 133 

19.568.242 669 
1. 963.837.973 

Beban Penyusutan 
Beban AmortJsasi 
Beban Persedoaan 
Beban Perkantoran 

(dalam rupiah) 
Beban Keg,atan Pengadaan Asel 31 Oesember 2017 

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset 

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp341.184.576.765,00 adalah 

beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban 

penyusutan dan beban amortisasi dengan rincian: 



c. Kas dan Setara Kas 

Kas dan Setara Kasper 31 Oesember 2017 pada Laporan Arus Kas terdiri 

dari Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan 

rinciansebagaiberikut. 

Jumlah 4 195.164 927.415 

213 024.941.007 
213 024.941.007 

Arus Kas Keluar AktMtas lnvestas, 

1 Perolehan aset tetap dan aset takberwujud 

Total 

2 954 577.243 
1805.018.737 

3 982 139.986.408 

Pembayaran utang kepada p1hak kebga tahun 

2016 
Setoran ke kas negara tahun 2017 

Total 

5 
6 

No Ura,an Jumlah 
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31 Oesember 

Akumulas, 
31 Oesember 

Keterangan 
2016 

Penyusutan Asel 
2017 

Takberwu1ud 

Aset Tskberwujud 

Aset Takberwujud 85 658.658 479 72.138.201.046 13.520.457.433 

II. Aset Takberwujud 

Peralstan den 
Mesln: 

Kendaraan Bermotor 
1.006.-416.000 1.006.416.000 

Roda Dua 

Kendaraan Bermotor 
Roda Empat atau 150.917.860.639 75.410.972.956 75.506.887.683 
Lebih 

Mesin Kantor 165.897.973 130.113.169 35.784.804 

Mesin Pembangkit 
1. 718.266.693 1.370.540.541 347.726.152 

Te a 

Mesin Pendingin 2.563.-441.0-43 1.084.922.035 1.478.519.008 

Mesln Pengolah 
98 935 -416 901 87 385 8-44 754 11.549.572.147 

Data 
Peralatan 

21 424.502.912 17 459. 735 561 3.964.787.351 
T elekornunikasl 

Peralatan Lainnya 28 273800 21 519.000 6.754.800 

Peralatan Rumah 
37.857 -424 208 27.231.822 483 10.625.601. 725 

Tan a 

Peralatan Studio 21 339 386.727 19.106.561.916 2.232.824.811 

16 758 957 127 1-4 018 673.390 2.740.283.737 

• 
Akumulas, Nila, Buku Per 

Keterangan Harga Perolehan Penyusutan Asel 31 Oesember 
Tetap 2017 

I. Aset Tetap 

DAFTAR ASET BARANG MIUK NEGARA 
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• 

No Nama Barang Merk/Tope 
Jumlah 

Harga Perolehan 
Barang 

Tahun Perolehan 2014 

1 Notebook HP Elitebook Folio 1 unit 6.037.424,17 
1040 

2 Digital Camera Sony OSC-WX350 1 unit 1.385.020,83 

3 Notebook Dell latitude 1 unit 9.900.000,00 

E6440 

4 Notebook Dell latitude 1 unit 9.900.000,00 

E6440 

5 Notebook 0en Latrtude 1 unit 8.961.562,50 

E6440 

Tahun Perolehan 2015 

1 Notebook Dell latitude 1 unit 13.867.041,67 

E6440 

2 Notebook Oell labtude 1 unit 13.867 .041,67 

E6440 

Jumlah 63 918 090.84 

DAFTAR ASET TETAP YANG HI LANG 
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• 

No. Nama Barang 
Jumlah Nolai Persediaan 
Ba rang Tahun 2016 

1 BlankoSSP 4 2.200.000 

2 Buku Agenda Kerja 2.520 243.936.000 

3 Buku Oirektori Perasuransian 2013 60 4.950.000 

4 Buku Perasuransian 2012 66 13.794.000 

5 Buku Statistik OP 2012 Dan Otrektori OP 2013 30 4.620.000 

6 Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013 110 15.972.000 

7 Buku Stabstik UKL 2012 Dan Otrekton UKL 2013 107 18.564.500 

8 Buku Telepon 700 96.250.000 

9 Cartridge HP Oeskjel C 6656 A Black 5 1.105.500 

10 Cartridge HP Oeskjet C 6657 A Colour 5 1.837.000 

11 co Statistrk UKL 2012 clan Otrekton UKL 2013 176 6.776.000 

12 CF 9,5 x 11 (3 ply) 10 3.300.000 

13 CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR 15 4.435.200 

14 ChassingCO 34 93.500 

15 CoverOIPA 100 1.430.000 

16 OoorBeU 15 2.561.625 

17 Orum Facstmile Toshiba OP 80 F 2 3.439.700 

18 Orum Fax Panasonic KX-FA84E 2 2.684.000 

19 Orum Panasonic KX FA412F 3 2.970.000 

20 Kop Surat OJK Garuda BW A4 26 1.573.000 

21 Kumpulan UU dan PP 50 4.675.000 

22 Map LHP Dana Pens1un 400 3.960.000 

23 Map Peraturan Dana Pensiun 650 6.435.000 

24 Name Tag 100 110.000 

25 NoteOJKAS 4.500 108.900. 000 

26 Note OJK Kecil 4.500 54.450.000 

27 Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000) 19 5.407.875 

28 Pita Epson LQ 2190/2180 9 1.148.400 

29 Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030) 25 841.500 

30 Pita Mesin Tik Funmark F 7115 BKSC 59 2.338.400 

31 Pita Mesin Tik Nakajima AX 200 3 100.980 

32 Roll up Banner 60x160 68 31.416.000 

33 Stempel a.n Ketua (Wama) 10 825.000 

34 Stempel Pribadi 26 2.145.000 

35 Sliker Dilarang Merokok 20x25an 240 7.920.000 

36 Sliker Dilarang Merokok 7x26cm 80 1.320.000 

Oaftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi 
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No. Nama Barang 
Jumlah N1la1 Persediaan 
Ba rang Tahun 2016 

37 Stiker Rahasia (lnggris) 7.500 29.700.000 

38 Toner Fax Panasonic KX-FA83A 11 4.536.400 

39 Toner Fax Panasonic OF 4100 3 2.970.000 

40 Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648 30 27.390.000 

41 Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106R01532 15.785.000 

42 Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106R02625 5 20.573.440 

43 Toner HP U 2613A 21 21.101.850 

44 Toner HP U 5949 A 10 10.417.000 

45 Toner HP U 6511 A 9 14.107.500 

46 Toner HP U 7115 A 25 22.275.000 

47 Toner HP U CB 380 A 11 25.773.000 

48 Toner HP U CB 381 A 12 38.676.000 

49 Toner HP UCB 382 A 12 43.956.000 

50 Toner HP U CB 383 A 11 35.453.000 

51 Toner HP U CB 384 A 15 20.295.000 

52 Toner HP U CB 385 A 14 30.877.000 

53 Toner HP U CB 386 A 13 28.671.500 

54 Toner HP U CB 387 A 13 28.671.500 

55 Toner HP U CB 436 A 14 11.319.000 

56 Toner HP U cc 364 A 26 46.332.000 

57 Toner HP U cc 530A 13 16.588.000 

58 Toner HP U CC 531 A 10 12.595.000 

59 Toner HP U CC 532 A 11 13.854.500 

60 Toner HP U CC 533A 10 12.595.000 

61 Toner Xerox CT 200655 Black C2535 4 5.632.000 

62 Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535 5 19.387.500 

63 Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535 5 19.387.500 

64 Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535 5 19.387.500 

65 Topas 3:1 A4 112 White 35 Loop 1 264.990 
66 Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop 1 125.730 

67 Topas 3·1 A4 5/16 White 35 Loop 2 301.180 

68 Topas 3:1 A4 518 White 23 loop 1 170.500 

69 Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop 1 170.500 

Jumlah 22.558 1.263.823.270 
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